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POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029

Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, 

Ekologis, Agamis dan Maju

Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintah 

yang baik dan berintegritas serta pelayanan 

publik yang berkualitas  dengan dukungan 

aparatur yang kompeten dan  profesional 

menuju pemerintahan yang berkelas dunia  

(world class government) 

1. PDRB per kapita (Juta Rp per tahun)

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)

Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan 

yang baik

Indeks Reformasi Birokrasi

(indeks)

Misi 2 : Meningkatkan perekonomian, daya saing 

dan  kesejahteraan masyarakat melalui 

pemanfaatan sumber  daya secara optimal dalam 

kerangka pembangunan yang  berkelanjutan

Meningkatkan  ekonomi yang berdaya saing 

Jumlah Laporan 

Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD (Laporan)

Jumlah Laporan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)

 Jumlah Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah (Dokumen)

Jumlah Dokumen barang milik daerah 

pada Perangkat Daerah yang dikelola 

(Dokumen)

1. Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) 

(indeks)  

2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)

3. Nilai SAKIP (poin)  

4. Kategori hasil pengukuran Indeks Pengelola 

Keuangan Daerah (IPKD) (kategori)

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang 

digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel

Meningkatnya kemudahan dan 

kenyamanan berinvestasi

Realisasi total terhadap target 

investasi (persen)

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah (Dokumen)

Peningkatan daya saing investasi

Terwujudnya Iklim Investasi yang 

Kompetitif

Persentase Peningkatan Investasi (persen)

Pembentukan Modal Tetap

Bruto (PMTB)

(persen)

Meningkatnya data dan sistem 

informasi penanaman modal

Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan 

PTSP

Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko

Persentase Penyelesaian Permasalahan dan 

Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam 

Membuka Usaha (persen)

Meningkatnya Realisasi Investasi 

PMA/PMDN

Terlaksananya Penetapan 

Pemberian Fasilitas/Insentif 

dibidang Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan Daerah 

Provinsi

Jumlah Dokumen tentang Pemberian 

Fasilitas/Insentif di Bidang 

Penanaman Modal (Dokumen)

Terlaksananya Pembuatan Peta 

Potensi Investasi Provinsi

Jumlah Peta Potensi Investasi 

Provinsi (Dokumen)

Terlaksananya Kemitraan

antara Usaha Besar (PMA/PMDN) 

dengan UMKM di daerah

Tersusunnya Peraturan

Daerah (Perda) Rencana

Umum Penanaman Modal

Daerah Provinsi

Jumlah Kesepakatan Kemitraan 

antara Usaha Besar (PMA/PMDN) 

dengan UMKM di daerah (Dokumen)

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) 

Rencana Umum Penanaman Modal 

Daerah Provinsi (Dokumen)

Ditetapkannya Rekomendasi

Kebijakan Sektor Usaha yang 

Regulasinya Diharmonisasi Terkait 

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Tersedianya data potensi investasi 

daerah yang termutakhirkan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

Sektor Usaha yang Regulasinya 

Diharmonisasi Terkait Perizinan 

Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)

Jumlah daerah yang telah 

dilaksanakan pemutakhiran data 

potensi investasi (Daerah)

Tersusunnya Peta Potensi

Investasi Provinsi

Jumlah Dokumen Peta Potensi 

Investasi Provinsi (Dokumen)

Nilai Realisasi Investasi (triliun rupiah)

Persentase peningkatan investor yang 

berinvestasi (persen)

Terlaksananya Penyelenggaraan 

Promosi Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Jumlah Dokumen dari Kegiatan 

Promosi Penanaman Modal (Dokumen)

Tersusunnya Strategi Promosi 

Penanaman Modal Kewenangan 

Provinsi

Jumlah Dokumen Strategi Promosi 

Penanaman Modal Kewenangan

Provinsi (Dokumen)

Meningkatnya jangkauan promosi 

penanaman modal

Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan  Hambatan 

yang  dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan 

Kegiatan Usahanya (Pelaku Usaha)

Terlaksananya Bimbingan

Teknis/ Sosialisasi

Implementasi Perizinan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko (Kegiatan Usaha)

Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin 

Sesuai Ketentuan (persen)

Terlaksananya Penanaman Modal yang Menurut 

Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan 

Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi

Penetapan Pemberian

Fasilitas/Insentif Daerah  Kewenangan Daerah 

Provinsi

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan

Sinkronisasi Penetapan Pemberian

Fasilitas/Insentif yang menjadi

Kewenangan Provinsi (Dokumen)

Tersedianya dan Terkelolanya Layanan 

Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui

Sistem Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko Terintegrasi

secara Elektronik
Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan 

Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik

(Pelaku Usaha)

Tersedianya Pelayanan

Perizinan Berusaha melalui

Sistem Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko Terintegrasi

secara Elektronik

Persentase Pemenuhan Layanan Perizinan, 

Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 

Kewenangan Provinsi (Persen)

Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha 

melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)

Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Provinsi

Persentase Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Penanaman Modal (Persen)

Terlaksananya Analisa dan

Verifikasi Data, Profil dan

Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi 

Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi 

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan

Berusaha Para Pelaku Usaha

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah 

Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi 

Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi 

Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian 

Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 

(Kegiatan Usaha)

Terlaksananya Pemantauan,

Analisis, Evaluasi, dan

Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha

Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari

Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)

Persentase  Pemanfaatan Data dan Informasi 

Penanaman Modal (persen)

 Terlaksananya Pengelolaan data dan informasi 

perizinan dan non perizinan

Penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat 

daerah provinsi

 Jumlah Jenis Data dan Informasi Perizinan dan 

Nonperizinan Penanaman Modal yang dikelola 

(Dokumen)

Tersedianya Data dan

Informasi Perizinan Berbasis

Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, 

Dikaji dan Dimanfaatkan

Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik yang Diolah,

Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)

Terlaksananya Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Terpenuhinya Administrasi 

Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Tersusunnya dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah

Terlaksananya Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Tersusunnya perencanaan Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan 

Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)

 Terlaksananya Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan 

Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam 

merealisasikan Kegiatan Usahanya

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 

Promosi Penanaman Modal Provinsi 

(Dokumen)

Terlaksananya Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal Kewenangan 

Provinsi

Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat 

Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi 

perkantoran

Persentase  Pemenuhan kebutuhan pelayanan 

administrasi perkantoran (persen)
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